
 

 

Sekretaris Utama Inspektur Kepala Biro Hukum, 

SDM, dan Humas 

   
 

         

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 257 TAHUN 2025 

TENTANG 

MANAJAMEN RISIKO  

PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 13 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan 

bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan 

penilaian risiko; 

 b. bahwa sebagai unsur penilaian risiko pada sistem 

pengendalian intern pemerintah, perlu disusun kebijakan 

manajemen risiko pada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang 

Manajemen Risiko pada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5604) sebagaimana beberapa kali telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6998); 

5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1113); 

7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Terintegrasi pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); 

8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG MANAJEMEN 

RISIKO PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

PRODUK HALAL. 

KESATU : Menetapkan Manajemen Risiko pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 31 Oktober 2025 

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  

JAMINAN PRODUK HALAL 

 REPUBLIK INDONESIA,                  

  

   ttd. 

 

 AHMAD HAIKAL HASAN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN PRODUK HALAL  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 257 TAHUN 2025 

TENTANG 

MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN PRODUK HALAL 

 

 

MANAJEMEN RISIKO  

PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa 

pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Unsur 

penilaian risiko merupakan fokus dari penyelenggaraan SPIP. Kegiatan 

penilaian risiko dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan risiko. 

Penilaian risiko merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di 

lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

Risiko secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu 

peristiwa baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan 

dan dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan. Dalam 

melakukan suatu aktivitas, akan selalu dihadapi oleh suatu tantangan 

risiko, karena apa yang terjadi di masa yang akan datang tidak dapat 

diketahui secara pasti. Besarnya tingkat kerugian karena risiko yang 

dihadapi sangat bervariasi tergantung penyebab dan efek pengaruhnya. 

Pengendalian risiko sering kali diabaikan sebab peluang terjadinya 

risiko tidak dapat langsung diamati secara jelas. Oleh sebab itu diperlukan 

penerapan manajemen risiko dalam menjalankan suatu aktivitas 

organisasi, karena sejak aktivitas tersebut dimulai maka elemen risiko-

risiko pun akan muncul. Manajemen    risiko            merupakan           suatu  



-5- 
 

 
Sekretaris Utama Inspektur Kepala Biro Hukum, 

SDM, dan Humas 

   
 

kegiatan untuk mengenali risiko yang dihadapi oleh sebuah organisasi dan 

bagaimana mengontrol risiko tersebut. 

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan 

tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Manajemen risiko adalah 

bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan yang baik di 

tiap tingkatan organisasi. Semua bagian pada hakikatnya telah mengelola 

risiko secara berkelanjutan baik disadari maupun tidak, terkadang lebih 

ketat dan sistematis dan ada kalanya lebih longgar. Manajemen risiko yang 

lebih ketat biasanya terdapat pada organisasi yang mengelola lingkungan, 

kesehatan, dan keselamatan. 

Manajemen risiko yang dilaksanakan secara efektif dan wajar dapat 

memberikan manfaat bagi suatu organisasi, antara lain: 

1. meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas 

organisasi; yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan rencana 

strategis sebagai hasil dari pertimbangan yang terstruktur terhadap 

risiko kunci. 

2. meningkatkan akuntabilitas organisasi; dengan mengubah pandangan 

terhadap risiko menjadi lebih terbuka. Perubahan pandangan ini 

memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan masa lalunya untuk 

terus memperbaiki kinerjanya. 

3. meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dengan 

meningkatkan fokus dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya 

sehingga dapat meminimalkan ‘gangguan-gangguan’ yang tidak 

dikehendaki. 

4. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan; dengan 

mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku 

kepentingan (stakeholder), sehingga meningkatkan kualitas dan nilai 

organisasi. 

Penerapan Manajemen Risiko yang berhasil ditunjukkan dengan 

adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. risiko 

dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah 

sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan 

mempengaruhi pencapaian tujuan.  

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat 

berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk 

mengelola risiko. Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, 

prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, 
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identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, 

monitoring dan reviu, serta komunikasi dan konsultansi. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, guna membantu Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal mencapai visi, misi, dan tujuan, 

maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk 

pedoman pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi manajemen risiko. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Sebagai acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

dalam melakukan mitigasi risiko pada semua bidang dalam peta 

proses bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

2. Tujuan 

a. Mengkoordinasikan manajemen risiko pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal, sehingga tersedia bahan/data bagi Kepala 

Badan guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan 

kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;  

b. Memudahkan pimpinan UPT dalam melakukan manajemen risiko 

untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan 

kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui 

perencanaan mitigasi risiko yang matang;  

c. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam 

penyusunan proses manajemen risiko pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal; dan 

d. Meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas 

pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko. 

 

C. Sasaran 

1. Terwujudnya manajemen risiko pada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal. 

2. Tersedianya basis data untuk kebutuhan pengelolaan risiko.  

3. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan manajemen risiko di setiap 

level pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

4. Tersedianya laporan hasil, pengawasan, manajemen risiko di setiap 

level pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pembentukan manajemen 

risiko dan tata kelola manajemen risiko pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal. 

  

E. Pengertian 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa 

akibat yang berdampak atas pencapaian dan sasaran organisasi. 

2. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur 

untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi 

mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. 

3. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau 

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang 

telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

5. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengevaluasi seluruh risiko atau potensi risiko yang dapat 

memengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi, yang 

dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.  

6. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko 

atau potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian 

tujuan/sasaran organisasi. 

7. Analisis Risiko adalah kegiatan memahami karakteristik risiko yang 

telah diidentifikasi, serta menentukan besaran tingkat risiko dengan 

cara dan mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak 

risiko. 

8. Evaluasi Risiko adalah kegiatan menetapkan prioritas risiko dalam 

rangka pengambilan keputusan terkait penanganan risiko. 

9. Profil Risiko adalah dokumen terkait proses manajemen risiko yang 

menunjukkan potensi risiko yang teridentifikasi untuk ditangani 

dalam kurun waktu tertentu. 
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10. Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen terkait proses 

manajemen risiko yang menunjukkan rencana penanganan risiko 

berdasarkan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan. 

11. Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan dalam proses manajemen 

risiko yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan 

manajemen risiko berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 

12. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit 

organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab 

melaksanakan proses manajemen risiko atas sasaran organisasi 

sesuai tugas dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 

13. Pemilik Risiko adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan 

manajemen risiko atas sasaran organisasi sesuai tugas dan fungsi 

organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 

14. Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada 

dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan 

pengendalian. 

15. Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah 

seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.  

16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melakukan pengawasan.  

17. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan Unit/Satuan Kerja 

yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan 

program/kegiatan/anggaran tertentu pada periode tertentu.  

18. Inspektorat merupakan unsur pengawas intern di lingkungan BPJPH 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
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BAB II 

PEMBENTUKAN MANAJEMEN RISIKO 

 

A. Prinsip Manajemen Risiko 

Prinsip Manajemen Risiko bertujuan menciptakan dan melindungi 

nilai organisasi melalui: 

1. Prinsip terintegrasi;  

agar Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari semua aktivitas 

organisasi. 

2. Prinsip terstruktur dan komprehensif;  

pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap Manajemen Risiko 

berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur. 

3. Prinsip disesuaikan;  

proses Manajemen Risiko disesuaikan dan proporsional dengan 

konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan 

sasarannya. 

4. Prinsip inklusif;  

hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan Manajemen Risiko 

terinformasi. 

5. Prinsip dinamis;  

Manajemen Risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan 

menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat 

waktu. 

6. Prinsip ketersediaan informasi terbaik;  

Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan segala bahasan 

dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan 

tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi 

pemangku kepentingan yang relevan. 

7. Prinsip faktor manusia dan budaya;  

memperhitungkan faktor perilaku dan budaya manusia secara 

signifikan yang dapat mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko 

pada semua tingkat dan tahap. 

8. Prinsip perbaikan berkelanjutan;  

manajemen Risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui 

pengalaman. 
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B. Pembentukan Manajemen Risiko 

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang 

didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada 

tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai 

dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk: 

1. meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi 

dan peningkatan kinerja; dan 

2. melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. 

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang 

membawa akibat yang berdampak atas pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi. 

Manajemen Risiko diimplementasikan melalui: 

1. pengembangan budaya Risiko; 

2. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan 

3. penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko. 

 

C. Budaya Risiko 

Budaya Risiko merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, 

pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang dengan tujuan yang sama. 

Wujud pelaksanaan budaya Risiko dilakukan dalam bentuk: 

a. komitmen pimpinan; 

b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko; 

c. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi; 

d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko; 

e. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh 

pegawai; 

f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan 

Risiko; 

g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi 

dan/atau pegawai; dan 

h. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam 

pengambilan keputusan. 

Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap: 

a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko; 

b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan 

c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi 
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Inspektorat melakukan penilaian terhadap pembangunan budaya 

Risiko. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Badan, 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) tahun. Berdasarkan laporan hasil penilaian, Kepala Badan 

memberikan penghargaan kepada pimpinan unit kerja dan unit pelaksana 

teknis yang berkomitmen dan secara konsisten menerapkan Manajemen 

Risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

Penghargaan dapat berupa sertifikat, piagam dari menteri/kepala 

badan dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

D. Struktur Manajemen Risiko 

Struktur Manajemen Risiko merupakan sinergi antar personel pada 

semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang 

Manajemen Risiko. 

Struktur Manajemen Risiko pada Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal menggunakan konsep tiga lini yang terdiri atas: 

1. Lini Pertama 

a. Pemilik Risiko 

Pemilik Risiko adalah pimpinan Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal dan/atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I, 

Eselon II, dan Pimpinan UPT BPJPH di daerah yang bertanggung 

jawab untuk melakukan Manajemen Risiko dan Pengendalian 

Intern di lingkup kerjanya, yang terdiri atas: 

1) Tingkat Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal; 

2) Tingkat Unit Eselon I; dan 

3) Tingkat Unit Eselon II. 

Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk: 

1) menetapkan profil Risiko dan rencana mitigasi unit 

berdasarkan sasaran organisasi; 

2) memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan 

dipantau; 

3) menentukan tingkat selera risiko yang tepat; 

4) mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian 

kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan 

pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan 
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5) memantau dan melaksanakan reviu terhadap proses 

Manajemen Risiko unit serta melaporkan hasil reviu tersebut 

secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; 

6) melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas 

penerapan Manajemen Risiko dalam lingkup unit kerja 

Pemilik risiko yang bersangkutan; dan 

7) menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun 

Pengelola Risiko kepada Tim Kerja Manajemen Risiko. 

a) Laporan pengelolaan risiko untuk level Eselon I 

ditujukan kepada pimpinan eselon I dengan tembusan 

kepada Unit Manajemen Risiko. 

b) Laporan pengelolaan risiko untuk level Eselon II 

ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Tim Kerja 

Manajemen Risiko. 

b. Pengelola Risiko  

Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai 

penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-

masing, yang terdiri atas: 

1) Tingkat Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal; 

2) Tingkat Unit Eselon I; dan 

3) Tingkat Unit Eselon II. 

Pengelola Risiko bertanggung jawab untuk: 

1) memfasilitasi dan mengadministrasikan identifikasi dan 

analisis Risiko dalam register dan peta Risiko; 

2) mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan 

pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana 

tindak pengendalian; 

3) menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko 

yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa 

Risiko; dan 

4) melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik 

Risiko. 
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2. Lini ke Dua 

Lini Kedua dilaksanakan oleh Tim Kerja Manajemen Risiko yang 

terdiri atas Pejabat yang memiliki fungsi analisis kebijakan dan/atau 

tim yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko, yang terdiri atas :   

1) Tingkat Kepala dan Wakil Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal  

2) Tingkat Unit Eselon I; 

3) Tingkat Unit Eselon II; 

 

Tim Kerja Manajemen Risiko memiliki tugas: 

1) memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian; 

2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian; 

3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Manajemen 

Risiko;  

4) memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan 

pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Pemilik Risiko; 

5) menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 

pemantauan Manajemen Risiko; 

6) memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh 

unit kerja pada Badan Jaminan Produk Halal; 

7) memvalidasi usulan Risiko baru dari Pemilik Risiko. 

8) melaksanakan reviu atas kepatuhan penyusunan profil Risiko 

dan pelaksanaan rencana mitigasi Risiko unit; 

9) memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen 

Risiko 

 

3. Lini Ketiga 

Unit pengawas intern yang berperan sebagai lini ketiga dalam 

tataran struktur manajemen risiko Badan Jaminan Produk Halal 

disebut dengan Unit Pengawas Intern. Peran Unit Pengawas intern 

tersebut dilakukan oleh APIP Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal yaitu Inspektorat. Unit Pengawas Intern bertanggung jawab 

dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko, serta 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern 

berbasis risiko (melakukan audit, reviu, pemantauan, dan 

evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Pemilik Risiko);  
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b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan 

Manajemen Risiko di seluruh level Pemilik Risiko; meliputi : 

1) melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko; 

2) melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci; 

3) melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci; dan 

4) memastikan bahwa Risiko telah dievaluasi 

secara tepat 

Apabila diperlukan, Inspektorat dapat memberikan: 

a. fasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko; dan/atau 

b. saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko. 

 

B. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

Sistem informasi manajemen risiko merupakan sistem informasi 

terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik 

Risiko, Pengelola Risiko, Tim Kerja Manajemen Risiko, dan Inspektorat 

dalam proses manajemen risiko. 

Sistem informasi manajemen risiko dikelola oleh Sekretaris Utama. 

Sistem informasi manajemen risiko dimanfaatkan untuk: 

1. membangun budaya risiko; 

2. menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko; 

3. menjaga kualitas data terkait risiko; dan 

4. mempercepat proses pelaporan. 

Agar dapat memenuhi manfaat tersebut, Sistem Informasi Manajemen 

Risiko harus mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1. Mencatat rincian risiko, pengendalian, dan prioritasnya, serta dapat 

menunjukkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketiga jenis 

catatan tersebut. 

2. Mencatat respons risiko dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

memitigasi risiko. 

3. Mencatat rincian peristiwa risiko yang menimbulkan kerugian bagi 

organisasi, serta pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa risiko 

tersebut. 

4. Merunut (tracking) akuntabilitas risiko dan akuntabilitas 

pengendalian. 

5. Merunut proses dan mencatat penyelesaian kegiatan respons risiko. 

6. Memantau kemajuan pelaksanaan manajemen risiko dan 

membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 
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7. Memberikan penggerak (trigger) untuk kegiatan pemantauan 

(monitoring) dan pemberian keyakinan (assurance) 

 

C. Anggaran Manajemen Risiko 

Anggaran manajemen risiko diperlukan untuk penerapan manajemen 

risiko yang efektif. Anggaran manajemen risiko dialokasikan dan disediakan 

oleh Pemilik Risiko. Alokasi anggaran manajemen risiko digunakan untuk 

kegiatan antara lain: 

1. administrasi proses identifikasi risiko dan analisis risiko; 

2. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian; 

3. administrasi pemantauan atas proses manajemen risiko dan 

implementasi rencana tindak pengendalian; 

4. komunikasi dan konsultansi; 

5. koordinasi dan konsultasi; 

6. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi 

manajemen risiko; dan  

7. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas manajemen risiko. 

 

D. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan   

alur sebagai berikut: 

1. perumusan sistem Manajemen Risiko; 

2. proses Manajemen Risiko; dan 

3. pemantauan dan evaluasi sistem Manajemen Risiko. 

Proses Manajemen Risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, 

dan praktik manajemen yang bersifat sistematis oleh Pemilik Risiko dengan 

berpedoman pada kebijakan Manajemen Risiko. 

Perumusan sistem Manajemen Risiko merupakan kebijakan 

Manajemen Risiko pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal ini. 

Proses Manajemen Risiko diterapkan secara periodik selama 1 (satu) 

tahun dan terdiri atas tahapan sebagai berikut: 

1. komunikasi dan konsultasi;  

2. perumusan konteks; 

3. identifikasi Risiko; 

4. analisis Risiko; 
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5. evaluasi Risiko; 

6. mitigasi Risiko; dan 

7. pemantauan dan reviu. 

Proses Manajemen Risiko dituangkan dalam dokumen tata kelola 

sebagai berikut: 

1. Piagam Manajemen Risiko (pertahun anggaran); 

2. Dokumen Pendukung Piagam Manajemen Risiko; dan 

3. Laporan Manajemen Risiko, yang penyusunan dan penyampaiannya 

dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan Menteri ini.  

Pemantauan dan evaluasi sistem Manajemen Risiko dilaksanakan oleh 

Pemilik Risiko, Tim Kerja Manajemen Risiko, dan/atau Inspektorat untuk 

memberikan masukan terhadap desain dan/atau implementasi sistem 

Manajemen Risiko. 
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BAB III 

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO 

 

A. Proses Manajemen Risiko 

Proses Manajemen Risiko adalah bagian yang terpadu dengan proses 

manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, 

manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta 

menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Proses Manajemen 

Risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen 

secara sistematis. Proses manajemen risiko dilakukan oleh seluruh jajaran 

manajemen pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

Proses Manajemen Risiko terdiri atas: 

1. penetapan konteks; 

2. identifikasi risiko; 

3. analisis risiko; 

4. evaluasi risiko; 

5. respons risiko; 

6. pemantauan; dan 

7. komunikasi dan konsultasi.  

Proses Manajemen Risiko digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 



-18- 
 

 
Sekretaris Utama Inspektur Kepala Biro Hukum, 

SDM, dan Humas 

   
 

1. Penetapan Konteks 

Penetapan konteks adalah proses menentukan parameter internal 

dan eksternal untuk mengelola risiko serta menentukan ruang lingkup 

kriteria risiko. 

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan 

konteks/tujuan unit Pemilik Risiko yang jelas dan konsisten, baik 

pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk 

meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu 

mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. 

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami lingkungan dan 

batasan penerapan Manajemen Risiko pada setiap Pemilik Risiko, 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik 

Risiko; 

b. mengidentifikasi proses bisnis unit Pemilik Risiko; 

c. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen 

Risiko 

1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko merupakan 

batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana Manajemen 

Risiko akan diterapkan. 

2) Periode penerapan Manajemen Risiko merupakan kurun 

waktu penerapan Manajemen Risiko. 

d. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik 

Risiko; 

Penetapan sasaran organisasi dilakukan dengan mengacu 

pada sasaran strategis dalam peta strategi unit organisasi. Selain 

dokumen peta strategi, sasaran organisasi juga dapat 

ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja 

dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/ 

dilaksanakan organisasi. 

e. Mengidentifikasi pemangku kepentingan 

Identifikasi pemangku kepentingan mencakup: 

1) Pihak yang menjadi pemangku kepentingan, yaitu pihak 

yang berinteraksi  dan berkepentingan terhadap output 

dan/atau outcome organisasi. 

2) Deskripsi pemangku kepentingan dalam hubungannya 

dengan pencapaian sasaran organisasi. 
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f. Merumuskan kriteria dampak dan frekuensi;  

g. Menetapkan selera risiko; (ditetapkan oleh pemilik risiko tanpa 

melebihi selera risiko diatasnya) 

h. Menetapkan struktur Pengelola Risiko  

Struktur Pengelola Risiko mengacu pada ketentuan 

organisasi dan tata kerja yang berlaku di lingkungan Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

i. Menuangkan hasil perumusan konteks Manajemen Risiko dalam 

Formulir Konteks Manajemen Risiko.   

Penetapan tujuan merupakan inti dari Penetapan Konteks. Dalam 

penetapan tujuan, unit Pemilik Risiko harus mempunyai unsur 

kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar 

pengukuran atau kriteria evaluasi pencapa ian tujuan dan juga 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau 

konsekuensi risiko yang dapat mengganggu tujuan unit Pemilik Risiko. 

2. Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko yang 

dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang 

berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun 

eksternal. 

Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko 

yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko 

tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak Risiko, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kejadian Risiko merupakan pernyataan kondisional atas 

peristiwa/keadaan yang berpotensi menggagalkan, menunda, 

menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran 

organisasi (SO). Kejadian Risiko dapat berupa: 

1) Sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi yaitu 

kerugian, pelanggaran, kegagalan, atau kesalahan; atau 

2) Sesuatu yang diharapkan namun tidak terwujud yaitu 

kesempatan yang tidak dapat dimanfaatkan. 

Namun demikian, kejadian Risiko bukan merupakan negasi 

(lawan) dari sasaran organisasi (SO). 
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b. Penyebab Risiko merupakan peristiwa/keadaan yang menjadi 

penyebab langsung dari kejadian Risiko yang diidentifikasi. 

Penyebab Risiko dapat berupa peristiwa atau keadaan baik 

berasal dari internal maupun eksternal Pemilik Risiko. Dalam hal 

penyebab langsung suatu Risiko lebih dari satu, penyebab Risiko 

diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi 

atau dominasi sebagai penyebab kejadian. 

c. Dampak Risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan 

dirasakan setelah Risiko terjadi. Dalam hal dampak langsung 

lebih dari satu, dampak Risiko diupayakan untuk diurutkan 

berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai dampak 

Risiko. 

d. Perumusan kejadian, penyebab, dan dampak Risiko dapat 

menggunakan berbagai metode analisis masalah misalnya 

fishbone diagram. 

e. Identifikasi Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Identifikasi Risiko dari Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi 

yang relevan untuk ditetapkan sebagai Risiko sesuai tugas 

dan fungsi Pemilik Risiko yang bersangkutan (top-down), 

dengan mekanisme sebagai berikut: 

a) Apabila sasaran organisasi dan Risiko Pemilik Risiko 

tingkat lebih tinggi relevan bagi Pemilik Risiko 

bersangkutan sesuai tugas dan fungsinya, sasaran 

 organisasi dan Risiko Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi 

ditetapkan dalam profil Risiko Pemilik Risiko 

bersangkutan. 

b) Apabila sasaran organisasi Pemilik Risiko tingkat lebih 

tinggi tidak relevan, namun Risikonya relevan bagi 

Pemilik Risiko bersangkutan sesuai tugas dan 

fungsinya, Risiko Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi 

ditetapkan dalam profil Risiko Pemilik Risiko 

bersangkutan. 

2) Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran organisasi Pemilik 

Risiko yang bersangkutan dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

a) Mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan dampak 

Risiko dengan merujuk antara lain: 
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(1) Laporan hasil audit/evaluasi/reviu, yaitu berkaitan 

dengan informasi kerugian, pelanggaran, 

kegagalan, atau kesalahan pada suatu organisasi; 

(2) Laporan Loss Event Database (LED), yaitu 

dokumen yang berisi catatan kejadian kerugian 

yang pernah terjadi baik pada tahun berjalan 

maupun tahun sebelumnya; 

(3) Pendapat ahli (Expert judgement), yaitu pandangan 

dari ahli terkait suatu Risiko; 

(4) Data pembanding (Benchmark data), yaitu data 

terkait Risiko tertentu dari Pemilik Risiko atau 

organisasi lain yang relevan. 

b) Setiap Sasaran Organisasi (SO) harus memiliki minimal 

1 (satu) kejadian Risiko.  

3) Identifikasi Risiko berdasarkan masukan atau profil Risiko 

Pemilik Risiko level di bawahnya (bottom-up) dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

a) Pemilik Risiko dapat mengusulkan suatu Risiko 

dinaikkan menjadi Risiko pada Pemilik Risiko yang lebih 

tinggi apabila: 

(1) Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar 

Pemilik Risiko selevel; dan/atau 

(2) Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh Pemilik 

Risiko tersebut 

b) Pengusulan Risiko yang akan dinaikkan menjadi Risiko   

pada Pemilik Risiko yang lebih tinggi (bottom-up) sebagai 

berikut: 

(1) Pemilik Risiko mengusulkan Risiko yang akan 

dinaikkan kepada Pengelola Risiko yang lebih 

tinggi. 

(2) Pengelola Risiko yang lebih tinggi menyampaikan 

analisis untuk pertimbangan penetapan Risiko 

tersebut oleh Pemilik Risiko. 

(3) Pemilik Risiko menetapkan diterima atau tidaknya 

usulan tersebut. 
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4) Identifikasi Risiko terkait inisiatif strategis atau proyek 

dilakukan sesuai lingkup dan durasi pelaksanaan dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

a) Dalam hal inisiatif strategis atau proyek berdurasi 

kurang dari 1 (satu) tahun, Risiko diidentifikasi sesuai 

rencana pelaksanaan dalam periode tersebut. 

b) Dalam hal inisiatif strategis atau proyek berdurasi lebih 

dari 1 (satu) tahun (multi years), Risiko diidentifikasi 

setiap tahun sesuai rencana pelaksanaan tahunan; 

c) Risiko atas inisiatif strategis atau proyek yang berdurasi 

paling sedikit 6 (enam) bulan dituangkan dalam profil 

Risiko Pemilik Risiko; dan 

d) Risiko yang berdurasi kurang dari 6 (enam) bulan dapat 

tidak dituangkan dalam profil Risiko Pemilik Risiko, 

namun harus tetap dikelola oleh unit pelaksana inisiatif 

strategis/proyek terkait. 

f. Menetapkan Kategori Risiko 

1) Risiko diklasifikasikan dalam kategori Risiko untuk: 

a) menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat 

pada organisasi; 

b) menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi 

Risiko dilakukan secara komprehensif; dan 

c) menentukan mitigasi yang tepat. 

2) Kategori Risiko ditetapkan sesuai urutan prioritas sebagai 

berikut: 

No 

Urut 
Kategori Risiko Definisi 

1 Risiko 

strategis/kebijakan 

Risiko yang berkaitan dengan 

perumusan, penetapan, dan 

perubahan kebijakan, baik 

kebijakan internal maupun 

eksternal organisasi. 

2 Risiko Keuangan  Risiko yang berkaitan dengan    

pengelolaan keuangan. 

3 Risiko Operasional Risiko yang berkaitan dengan     
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No 

Urut 
Kategori Risiko Definisi 

tidak berfungsinya proses 

bisnis organisasi, sistem 

informasi, atau keselamatan 

kerja individu. 

Dalam hal ini termasuk 

terjadinya risiko bencana 

4 Risiko fraud Risiko yang berkaitan dengan 

perbuatan yang mengandung 

unsur kesengajaan, niat 

menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain, penipuan, 

penyembunyian atau 

penggelapan, dan 

penyalahgunaan kepercayaan 

yang bertujuan untuk   

memperoleh keuntungan 

secara tidak sah yang dapat 

berupa uang, barang/harta, 

jasa, dan tidak membayar 

jasa, yang dilakukan oleh satu 

individu atau lebih di 

lingkungan organisasi. 

5 Risiko kepatuhan Risiko yang berkaitan dengan 

ketidakpatuhan organisasi 

atau pihak eksternal, 

terhadap peraturan   

perundang-undangan, 

kesepakatan internasional, 

atau ketentuan lain yang 

berlaku. 

6 Risiko pengelolaan 

BMN 

Risiko yang berkaitan dengan 

pengelolaan BMN. 

7 Risiko legal Risiko yang berkaitan dengan 

tuntutan/gugatan hukum   
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No 

Urut 
Kategori Risiko Definisi 

dan upaya hukum lainnya 

kepada organisasi atau 

jabatan. 

8 Risiko reputasi Risiko yang berkaitan dengan    

persepsi atau tingkat 

kepercayaan pemangku 

kepentingan eksternal 

terhadap organisasi. 

9 Risiko Pemangku 

Kepentingan 

Risiko yang berkaitan dengan 

pola hubungan antara Badan 

Jaminan Produk Halal dengan 

pemangku kepentingan 

(Stakeholders) dan/atau antar 

unit kerja pada Badan 

Jaminan Produk Halal. 

g. Menuangkan hasil identifikasi Risiko dalam Formulir Profil dan 

Peta Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

ini. 

3. Analisis Risiko 

Analisis risiko merupakan proses penilaian terhadap risiko yang 

telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko.  

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan 

Level Risiko. Analisis Risiko dilaksanakan dengan cara menentukan 

level kemungkinan dan level dampak terjadinya Risiko berdasarkan 

Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem 

pengendalian yang ada, dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah 

dilaksanakan. 

1) Sistem pengendalian internal dalam kerangka Manajemen 

Risiko mencakup perangkat manajemen yang bertujuan 

menurunkan Besaran Risiko dan/atau Level Risiko dalam 

rangka pencapaian sasaran organisasi. 

2) Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard 

Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu 
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berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang 

dilaksanakan terkait Manajemen Risiko. 

b. Menetapkan Kriteria Risiko 

Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko 

dan Kriteria Dampak Risiko, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood) 

a) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dapat 

menggunakan pendekatan statistik (probability), 

frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, 

bulan, tahun), atau dengan pendapat ahli (expert 

judgement). 

b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal menggunakan 

pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam 1 

(satu) tahun periode data yang dianalisis. Dalam hal 

kejadian Risiko melebihi 1 (satu) tahun, maka 

analisis Kriteria Kemungkinan menggunakan periode 

sesuai rentang waktu data yang dibutuhkan. 

c) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dibedakan 

berdasarkan jenis  kejadian yaitu kejadian Risiko 

dengan toleransi rendah (low tolerance event) dan 

kejadian Risiko yang lebih ditoleransi (nonlow tolerance 

event). 

d) Kriteria Level Kemungkinan terjadinya Risiko di Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal meliputi: 

Level 

Kemungkinan 

Kriteria Kemungkinan 

Kemungkinan terjadinya 

nonlow tolerance event 

dalam 1 periode analisis 

Low 

Tolerance 

Event 
Persentase Jumlah 

Hampir tidak 

terjadi (1) 

x ≤ 1% < 2 kali 

dalam 1 

tahun 

≤ 1 

kejadian 

dalam lebih 

dari 5 

tahun 

terakhir 
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Level 

Kemungkinan 

Kriteria Kemungkinan 

Kemungkinan terjadinya 

nonlow tolerance event 

dalam 1 periode analisis 

Low 

Tolerance 

Event 
Persentase Jumlah 

Jarang terjadi 

(2) 

1%< x ≤ 

10% 

2 kali s.d 5 

kali dalam 

1 tahun 

1 kejadian 

dalam 5 

tahun 

terakhir 

Kadang 

terjadi  

(3) 

10% < x ≤ 

20% 

6 s.d 9 kali 

dalam 1 

tahun 

1 kejadian 

dalam 3 

tahun 

terakhir 

Sering terjadi 

(4) 

20% < x ≤ 

50% 

10 kali s.d. 

12 kali 

dalam 1 

tahun 

1 kejadian 

dalam 2 

tahun 

terakhir 

Hampir pasti 

terjadi 

X > 50% ⮚   

e) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko ditentukan oleh 

Pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut: 

(1) Kriteria nonlow tolerance event: 

(a) Presentase digunakan apabila populasi dapat 

ditentukan; dan 

(b) Jumlah frekuensi digunakan apabila populasi 

tidak dapat ditentukan. 

(2) Kriteria low tolerance event digunakam untuk 

kejadian dengan toleransi rendah atau tidak 

ditoleransi serta memiliki intensitas yang sangat 

rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 (satu) 

tahun pada satu unit kerja, misalnya: korupsi, 

krisis ekonomi/keuangan, kecelakaan kerja yang 

berakibat fatal, bencana alam, dan kebakaran 

gedung. 
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2) Kriteria Dampak Risiko (consequences) 

Dampak Risiko diklasifikasi sesuai area dampak dengan 

prioritas urutan sebagai berikut: 

a) Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa area dampak sesuai dengan jenis dampak 

kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak 

Risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah 

yang meliputi: 

(1) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) 

Dampak Risiko berupa:  

(a) Dampak Risiko penggunaan APBN mencakup: 

i. Fraud 

risiko terjadinya penyalahgunaan/ 

kecurangan dalam penggunaan APBN 

ii. non fraud 

rencana kesalahan administrasi dalam 

pencatatan penggunaan APBN 

(2) Penurunan reputasi 

Dampak Risiko berupa citra/nama baik/wibawa 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 

menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat 

menurun atau tidak meningkat. 

(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif 

Dampak Risiko berupa ancaman hukuman yang 

dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik 

menyangkut pegawai atau organisasi. 

(4) Kecelakaan dan penyakit akibat kerja 

Dampak Risiko berupa kematian, cedera dan/atau 

gangguan kesehatan baik fisik maupun mental 

yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan. 

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi 

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar 

layanan yang ditetapkan. 
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(6) Penurunan kinerja 

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya sasaran 

atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak 

kinerja atau target kinerja lainnya. 
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b) Kriteria Level Dampak bagi setiap Pemilik Risiko ditetapkan sebagai berikut: 

 

Kriteria Level Dampak 

Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

Penggun

aan 

APBN 

Fraud 
Lembag

a 
x ≤ Rp 10 juta 

Rp 10 juta < x 

≤Rp 100 juta 

Rp 100 juta < x ≤ 

Rp 1 M 

Rp 1 M < x ≤ Rp 

10 M 
x > Rp 10 M 

 Eselon I x ≤ Rp 1 juta 
Rp 1 juta < x ≤ 

Rp 10 juta 

Rp 10 juta < x ≤ 

Rp 100 juta 

Rp 100 juta < x ≤ 

Rp 1 M 
x > Rp 1 M 

 
Eselon 

II 
- x ≤ Rp 1 juta 

Rp 1 juta < x ≤ Rp 

10 juta 

Rp 10 juta < x ≤ 

Rp 100 juta 
x > Rp 100 juta 

       

Non fraud  

Lembag

a, 

Eselon  

I-II 

x ≤ 0,1% dari 

nilai anggaran 

yang dikelola 

Pemilik Risiko 

0,1% < x ≤ 0,5% 

dari nilai 

anggaran yang 

dikelola Pemilik 

Risiko 

0,5% < x ≤ 1% 

dari nilai 

anggaran yang 

dikelola Pemilik 

Risiko 

1% < x ≤ 2% dari 

nilai anggaran 

yang dikelola 

Pemilik Risiko 

X > 2% dari nilai 

anggaran yang 

dikelola Pemilik 

Risiko 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

Non fraud 

lainnya 

Kement

erian, 

Eselon 

I-II 

x ≤ 0,05% dari 

nilai 

belanja/aset/ke

giatan lainnya 

yang dikelola 

Pemilik Risiko 

    

Penurunan Reputasi 

Lembag

a-

Eselon  

I 

● Jumlah 

keluhan secara 

lisan (dapat 

didokumentasi

kan)/tertulis 

ke organisasi ≤ 

10 

● Tingkat 

kepercayaan 

stakeholder/in

● Jumlah 

keluhan secara 

lisan (dapat 

didokumentasi

kan)/tertulis 

ke organisasi > 

10 

● Tingkat 

kepercayaan 

● Pemberitaan 

negatif yang 

masif di media 

sosial yang 

bersumber dari 

bukan opinion 

leader 

● Pemberitaan 

negatif di media 

massa loal 

● Pemberitaan 

negatif yang 

masif di media 

sosial yang 

bersumber dari 

opinion leader  

● Pemberitaan 

negatif di media 

massa nasional 

● Tingkat 

kepercayaan 

stakeholder/inv

estor sangat 

rendah  

● Pemberitaan 

negatif di media 

massa 

internasional 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

vestor sangat 

baik 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan 

sebesar 4,25 ≤ 

x ≤ 5 (skala 5) 

stakeholder/in

vestor baik 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan 

sebesar 4 ≤ x< 

4,25 (skala 5) 

● Tingkat 

kepercayaan 

stakeholder/inv

estor sedang 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan sebesar 

3,75 ≤ x < 4 

(skala 5) 

● Tingkat 

kepercayaan 

stakeholder/inv

estor rendah 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan sebar 

3,5 ≤ x < 3,75 

(skala 5) 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan < 3,5 

(skala 5) 

 
Eselon 

II 

● Jumlah 

keluhan secara 

lisan (dapat 

didokumentasi

kan)/ tertulis 

● Jumlah 

keluhan secara 

lisan (dapat 

didokumentasi

kan)/tertulis 

ke organisasi 

● Jumlah keluhan 

secara lisan 

(dapat 

didokumentan)/

tertulis ke 

organisasi > 5 

● Pemberitaan 

negatif di media 

massa lokal  

● Pemberitaan 

negatif yang 

● Pemberitaan 

negatif di media 

massa nasional 

dan 

internasional 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

ke organisasi ≤ 

3 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan 

sebesar 4,25 ≤ 

x ≤ 5 (skala 5)  

sebanyak 3 s.d 

5 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan 

sebesar 4 ≤ x < 

4,25 (skala 5) 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan sebesar 

3,75 ≤ x < 4 

(skala 5)  

massif di media 

sosial 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan sebesar 

3,5 ≤ x < 3,75 

(skala 5) 

● Tingkat 

kepuasan 

pengguna 

layanan < 3,5 

(skala 5) 

Sanksi pidana, 

perdata, dan/atau 

administratif 

Lembag

a 

Perdata: x ≤ 100 

juta 

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

pejabat Eselon 

III, IV, atau 

pejabat yang 

Perdata: 100 juta 

< x ≤ 1 M 

Administratif: 

Tergugat 

merupakan 

Pejabat Eselon II, 

atau pejabat 

yang setara 

Pidana: x ≤ 1 

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: Pejabat 

Eselon III, IV, 

atau pejabat yang 

setara, pejabat 

fungsional, dan 

Pidana: 1 < x ≤  

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: Pejabat 

Eselon I, II atau 

pejabat yang 

setara 

Pidana: x > 5 

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: 

Menteri/Wakil 

Menteri 

Perdata: x > 100M 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

setara, pejabat 

fungsional, dan 

pejabat 

fungsional 

umum 

 

pejabat fungsional 

umum. 

Perdata: 1 M < x ≤ 

10 M  

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

Pejabat Eselon 1, 

atau Pejabat yang 

setara 

Perdata: 10M < x 

≤ 100M 

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

Menteri 

 Eselon I 

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

Pejabat Eselon 

IV, atau pejabat 

yang setara, 

Perdata: x ≤ 100 

juta  

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

Pejabat Eselon 

Pidana: x ≤ 1 

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: Pejabat 

Eselon IV, atau 

pejabat yang 

Pidana: 1 < x ≤ 2 

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: Pejabat 

Eselon II, III atau 

Pidana: x > 2 

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: Pejabat 

Eselon I  

Perdata: > 10M 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

pejabat 

Fungsional, dan 

pejabat 

fungsional 

umum 

III, atau pejabat 

yang setara 

setara, pejabat 

fungsional, dan 

pejabat fungsional 

umum.  

Perdata: 100 juta, 

x ≤ 1M 

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

Pejabat Eselon II, 

atau pejabat yang 

setara 

pejabat yang 

setara 

Perdata: 1M < x ≤ 

10 M 

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

Pejabat eselon I 

 
Eselon 

II 

-  -  Perdata: x ≤ 100 

juta 

Administratif: 

tergugat 

Pidana: x ≤ 1 

tahun atau 

tersangka/terdak

wa: Pejabat eselon 

Pidana: x > 1 

tahun atau 

tersangka/terdak
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

merupakan 

Pejabat Eselon III, 

IV atau pejabat 

yang setara, 

pejabat 

fungsional, dan 

pejabat fungsional 

umum 

III, IV, atau 

pejabat yang 

setara, pejabat 

fungsional, dan 

pejabat fungsional 

umum. 

Perdata: 100 juta 

< x ≤ 1 m 

Administratif: 

tergugat 

merupakan 

pejabat Eselon II 

wa: pejabat 

Eselon II 

Perdata: x > 1M 

Kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja 

Lembag

a 

Eselon 

I, II 

Ancaman fisik 

dan/atau psikis 

● Cedera fisik 

ringan  

● Cedera fisik 

sedang  

● Cedera fisik 

berat 

Kematian 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

● Gangguan 

Kesehatan fisik 

ringan 

● Gangguan 

Kesehatan 

mental ringan 

● Gangguan 

Kesehatan fisik 

sedang 

● Gangguan 

Kesehatan 

mental sedang 

● Gangguan 

Kesehatan fisik 

berat 

● Gangguan 

Kesehatan 

mental berat 

Gangguan terhadap 

layanan organisasi 

Lembag

a 

 

x < 25% dari jam 

operasional 

layanan harian 

25% ≤ x < 50% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

50% ≤ x < 75% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

75% ≤ x < 90% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

x ≥ 90% dari jam 

operasional 

layanan harian 

 Eselon I 

x < 15% dari jam 

operasional 

layanan harian 

15% ≤ x < 50% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

40% ≤ x < 65% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

65% ≤ x < 80% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

x ≥ 80% dari jam 

operasional 

layanan harian 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan 

(1) 
Minor (2) Moderat (3) Signifikan (4) 

Sangat Signifikan 

(5) 

 
Eselon 

II 

x < 10% dari jam 

operasional 

layanan harian 

10% ≤ x < 50% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

25% ≤ x < 50% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

50% ≤ x < 65% 

dari jam 

operasional 

layanan harian 

x ≥ 65% dari jam 

operasional 

layanan harian 

Penurunan kinerja 

Kement

erian 

- 

Eselon 

I, II  

 

x ≤ 5% dari jam 

operasional 

layanan harian 

5% < x ≤ 10% 

dari target 

kinerja 

10% < x ≤ 20% 

dari target kinerja 

20% < x ≤ 25% 

dari target kinerja 

x > 25% dari 

target kinerja 
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c. Mengestimasi Level Kemungkinan Risiko. 

1) Estimasi Level Kemungkinan Risiko dilakukan dengan 

mengukur peluang terjadinya Risiko dalam 1 (satu) tahun 

setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal 

yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait 

Risiko tersebut. Estimasi dilakukan berdasarkan analisis 

atas tren data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya 

sebagaimana dituangkan dalam Loss Event Database (LED). 

2) Apabila Risiko yang diidentifikasi tidak memiliki data historis 

terkait frekuensi kejadian Risiko pada tahun sebelumnya, 

maka estimasi Level Kemungkinan Risiko dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode lain sesuai prioritas urutan 

sebagai berikut: 

a) teknik perkiraan (aproksimasi); 

b) mempertimbangkan pendapat ahli; atau 

c) konsensus pemilik proses bisnis, pengelola Risiko dan 

Pemilik Risiko. 

3) Level Kemungkinan Risiko ditentukan berdasarkan estimasi 

kemungkinan Risiko sesuai kriteria kemungkinan Risiko. 

4) Untuk Risiko atas inisiatif strategis atau proyek, estimasi 

Level Kemungkinan dilakukan sesuai ketentuan huruf 1) 

hingga 3) di atas dan disesuaikan dengan periode 

pelaksanaan inisiatif strategis atau proyek, serta memenuhi 

ketentuan berikut: 

a) Dalam hal inisiatif strategis atau proyek berdurasi 6 

(enam) hingga 12 (dua belas) bulan, maka estimasi Level 

Kemungkinan Risiko dilakukan atas periode tersebut. 

Penentuan Level Kemungkinan Risiko menggunakan 

kriteria kemungkinan secara proporsional dengan 

ketentuan dalam Keputusan ini. 

b) Dalam hal inisiatif strategis atau proyek berdurasi lebih 

dari 1 (satu) tahun (multi years), maka Level 

Kemungkinan Risiko diidentifikasi dalam periode satu 

tahun. 

d. Mengestimasi Level Dampak Risiko 
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1) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada 

tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang 

relevan dan estimasi dampak dengan cara: 

a) mengukur dampak apabila Risiko terjadi setelah 

mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang 

dilaksanakan, proyeksi, dan berbagai faktor atau isu 

terkait Risiko tersebut. 

b) menganalisis dampak berdasarkan data Risiko yang 

terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana 

dituangkan dalam LED. 

2) Level Dampak Risiko ditentukan berdasarkan area dampak 

dan estimasi dampak sesuai kriteria dampak Risiko. 

3) Untuk Risiko atas inisiatif strategis atau proyek, estimasi 

Level Dampak Risiko dilakukan sesuai ketentuan dalam 

huruf e. 

e. Menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko 

1) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan 

mengombinasikan Level Kemungkinan dan Level Dampak 

Risiko sesuai Matriks Analisis Risiko. 

Matriks 

Analisis 

Risiko 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Signifi-

kan 

Minor Moderat 
Signifika

n 

Sangat 

Signifika

n 

L

e

v

e

l 

K

e

m

u

5 

Hampir 

pasti 

terjadi 

7 12 17 22 25 

4 
Sering 

terjadi 
4 9 14 19 24 

3 
Kadang 

terjadi 
3 8 13 18 23 

2 
Jarang 

terjadi 
2 6 11 16 21 
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n

g

k

i

n

a

n 

1 

Hampir 

tidak 

terjadi 

1 5 10 15 20 

 

2) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level 

Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), 

rendah (2), atau sangat rendah (1). 

 

Level Risiko Besaran Risiko Warna 

Sangat Tinggi (5) 20 – 25 Merah 

Tinggi (4) 16 – 19 Orange 

Sedang (3) 12 – 15 Kuning 

Rendah (2) 6 – 11 Hijau 

Sangat Rendah (1) 1 – 5 Biru 

 

f. Menuangkan hasil analisis Risiko dalam Formulir Profil dan Peta 

Risiko. 

4. Evaluasi Risiko 

Evaluasi risiko merupakan proses untuk menentukan daftar 

prioritas risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan 

antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik 

Risiko. 

Tahapan ini bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko 

Besaran/Level Risiko Residual, keputusan mitigasi Risiko, dan 

Indikator Risiko Utama (IRU). 

a. Prioritas Risiko 

Prioritas Risiko disusun sesuai tahapan berikut: 

1) Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Besaran Risiko dari 

yang tinggi dan sangat tinggi.  

2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki 

Besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan 



-41- 
 

 
Sekretaris Utama Inspektur Kepala Biro Hukum, 

SDM, dan Humas 

   
 

berdasarkan urutan area dampak Risiko dari yang tertinggi 

hingga terendah sesuai Kriteria Dampak Risiko. 

3) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki 

Besaran Risiko dan area dampak Risiko yang sama maka 

prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan prioritas 

Kategori Risiko. 

4) Dalam hal terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki 

Besaran Risiko, area dampak Risiko, dan Kategori Risiko 

yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan 

penilaian dan keputusan Pemilik Risiko. 

b. Besaran/Level Risiko Residu 

Besaran/Level Risiko Residu merupakan target Besaran/Level 

Risiko pada akhir periode penerapan proses Manajemen Risiko 

penentuan Besaran/Level Risiko Residu dengan 

mempertimbangkan selera Pemilik Risiko dan sumber daya yang 

dimiliki organisasi. 

c. Keputusan Mitigasi Risiko 

Keputusan mitigasi Risiko merupakan keputusan mengenai perlu 

atau tidak dilakukan upaya mitigasi Risiko dikaitkan dengan 

selera Risiko. 

1) Menetapkan Selera Risiko 

a) menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni 

batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan dan 

Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana 

dituangkan pada kriteria Risiko. 

b) Selera Risiko ditetapkan sebagai berikut: 

(1) Risiko pada level rendah dan sangat rendah 

merupakan Risiko yang berada dalam area 

penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan 

mitigasi Risiko; 

(2) Risiko sedang yang sampai dengan 15 berada 

dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu 

dilakukan mitigasi Risiko; 

(3) Risiko pada level tinggi, dan sangat tinggi disebut 

sebagai Risiko utama yang harus memiliki 
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Indikator Risiko Utama (IRU) serta dilakukan 

mitigasi untuk menurunkan Besaran Risiko 

dan/atau Level Risikonya; 

(4) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 

(1) dan (2) digambarkan sebagai berikut: 

 

Matriks 

Analisis 

Risiko 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Signifi-

kan 

Minor 
Modera

t 

Signifika

n 

Sangat 

Signifika

n 

L

e

v

e

l 

K

e

m

u

n

g

k

i

n

a

n 

5 

Hamp

ir 

pasti 

terjadi 

7 12 17 22 25 

4 
Sering 

terjadi 
4 9 14 19 24 

3 

Kadan

g 

terjadi 

3 8 13 18 23 

2 

Jaran

g 

terjadi 

2 6 11 16 21 

1 

Hamp

ir 

tidak 

terjadi 

1 5 10 15 20 

 

 

2) Menetapkan Mitigasi Risiko dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a) Mitigasi Risiko dilakukan terhadap seluruh Risiko 

utama, baik Risiko yang merupakan hasil 

penurunan/mandatory dari Pemilik Risiko tingkat lebih 

Ar

ea 
ri

si
ko 
ya

ng 
di

m
iti
ga

si 

Area penerimaan risiko 
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tinggi maupun Risiko Pemilik Risiko yang 

bersangkutan. 

b) Risiko yang bukan merupakan Risiko utama tidak 

harus dilakukan mitigasi. Namun demikian, dalam hal 

terdapat potensi peningkatan Besaran Risiko 

melampaui area penerimaan Risiko maka Risiko perlu 

dilakukan mitigasi. 

d. Indikator Risiko Utama (IRU) 

Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan suatu ukuran yang 

dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya 

peningkatan atau penurunan Besaran Risiko yang ditetapkan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Setiap Risiko utama memiliki paling sedikit 1 (satu) Indikator 

Risiko Utama (IRU). 

2) Tujuan penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) berbeda 

dengan Indikator  Kinerja Utama (IKU) karena Indikator 

Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur 

kinerja pencapaian sasaran strategis sedangkan Indikator 

Risiko Utama (IRU) merupakan indikator yang mengukur 

adanya peningkatan besaran Risiko, baik kemungkinan 

terjadinya maupun dampaknya, yang membahayakan 

pencapaian sasaran organisasi. 

3) Penyusunan Indikator Risiko Utama (IRU) dilakukan dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

a) Identifikasi urutan sebab akibat kejadian Risiko (chain 

of events) suatu kejadian Risiko diakibatkan oleh 

peristiwa yang disebut penyebab Risiko. Suatu 

penyebab Risiko diakibatkan oleh peristiwa yang 

muncul lebih awal yang disebut akar masalah. Contoh 

urutan sebab akibat kejadian yang menyebabkan 

kejadian Risiko terjadi (chain of events): 
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b) Indikator Risiko Utama (IRU) dapat ditetapkan dari 

penyebab atau akar masalah. Semakin dekat Indikator 

Risiko Utama (IRU) dengan akar masalah maka 

Indikator Risiko Utama (IRU) semakin memberikan

 informasi yang lebih dini akan terjadinya suatu Risiko. 

Namun demikian, Indikator Risiko Utama (IRU) harus 

tetap memberikan informasi yang signifikan terkait 

peningkatan potensi terjadinya Risiko. 

c) Dalam hal terdapat lebih dari satu penyebab atau akar 

masalah, penetapan Indikator Risiko Utama (IRU) 

diprioritaskan dari penyebab atau akar masalah yang 

paling dominan. 

d) Memastikan Indikator Risiko Utama (IRU) memenuhi 

kriteria ProActive, yaitu: 

(1) Projective: dapat memberikan peringatan dini akan 

potensi terjadinya Risiko di masa mendatang; 

(2) Accountable: dapat diukur secara kuantitatif 

misalnya dengan ukuran: jumlah, persentase; 

(3) Trackable: dapat menggambarkan tren Risiko; 

(4) Informative: memberikan informasi tentang status 

Risiko yang relevan dengan kejadian Risiko. 

    

Akar masalah Penyebab Kejadian Risiko 
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e) Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditetapkan 

memperhatikan manfaat informasi yang lebih tinggi 

daripada biaya pengukuran. 

f) Indikator Risiko Utama (IRU) yang ditetapkan memiliki 

periode pemantauan paling lama kuartalan. Dalam hal 

tidak dapat ditetapkan Indikator Risiko Utama (IRU) 

dengan periode kuartalan dapat ditetapkan Indikator 

Risiko Utama (IRU) yang memiliki periode pemantauan   

paling lama semesteran. 

g) Contoh Perumusan Indikator Risiko Utama (IRU): 

Misal, akar masalah dominan: 

(1) Kegagalan sistem keamanan IT (information 

technology). 

(2) Gangguan pada hardware, software dan jaringan. 

 

Maka Indikator Risiko Utama (IRU) dari akar masalah 

dominan: 

(1) Frekuensi pengujian sistem keamanan IT 

(information technology). 

(2) Tingkat downtime layanan IT (information 

technology) yang disebabkan oleh gangguan pada 

hardware, software dan jaringan. 

4) Indikator Risiko Utama (IRU) harus memiliki nilai ambang 

batas yang digunakan untuk menetapkan status Indikator 

Risiko Utama (IRU) dan terdiri dari: 

a) Batas aman, yaitu rentang nilai yang diharapkan dan 

menunjukkan bahwa Indikator Risiko Utama (IRU) 

tersebut masih dalam kondisi normal, agar mencapai 

proyeksi Besaran Risiko pada akhir tahun yang telah 

ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko. 

Penetapan batas aman mengacu pada proyeksi nilai 

aktual Indikator Risiko Utama (IRU) yang diharapkan 

sesuai proyeksi Besaran Risiko pada akhir tahun. 

b) Batas atas, yaitu nilai batas tertinggi Indikator Risiko 

Utama (IRU) yang ditoleransi, agar Besaran Risiko 
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selama periode pemantauan tidak melampaui Besaran 

Risiko pada awal tahun telah ditetapkan dalam Piagam 

Manajemen Risiko. 

Penetapan batas atas mengacu pada nilai aktual 

Indikator Risiko Utama (IRU) awal tahun sesuai Besaran 

Risiko pada awal tahun. 

c) Batas bawah, yaitu nilai batas terendah Indikator Risiko 

Utama (IRU) yang dapat ditoleransi, agar Besaran Risiko 

selama periode pemantauan telah ditetapkan dalam 

Piagam Manajemen Risiko. 

Penetapan batas bawah mengacu pada nilai aktual 

Indikator Risiko Utama (IRU) awal tahun sesuai Besaran 

Risiko pada awal tahun. 

 

Contoh: 

Kejadian Risiko Ketidakpercayaan publik 

pengelolaan keuangan negara 

Penyebab Pemberitaan negatif yang 

masif di media massa dan 

media sosial 

Indikator Risiko 

Utama (IRU) 

Jumlah berita dengan tone 

negatif terkait Badan 

Jaminan Produk Halal 

yang muncul di media 

cetak dan online 

Besaran Risiko awal tahun: 19 (sembilan belas) Proyeksi 

Besaran Risiko akhir tahun: 14 (empat belas) Nilai 

aktual Indikator Risiko Utama (IRU) pada awal tahun 

sebesar 45 (empat puluh lima) artikel/hari, sehingga 

batas atas Indikator Risiko Utama (IRU) ditetapkan 

sebesar 45 (empat puluh lima) artikel/hari Untuk 

mencapai proyeksi Besaran Risiko akhir tahun sebesar 

14 (empat belas), maka diharapkan jumlah berita 

dengan tone negatif paling banyak 30 (tiga puluh) 

artikel/hari, sehingga batas aman Indikator Risiko 
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Utama (IRU) ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) 

artikel/hari. 

5) Ambang batas Indikator Risiko Utama (IRU) bersifat 

kuantitatif dan ditentukan berdasarkan data historis, 

benchmark, dan/atau penilaian dan keputusan (judgement). 

6) Berdasarkan ambang batas, Indikator Risiko Utama (IRU) 

dapat dibedakan menjadi: 

(a) Indikator Risiko Utama (IRU) yang hanya memiliki batas 

aman dan batas atas, yaitu Indikator Risiko Utama (IRU) 

yang diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin 

rendah (polarisasi minimize). Penentuan status 

Indikator Risiko Utama (IRU) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Indikator Risiko Utama (IRU) yang hanya memiliki batas 

aman dan batas bawah, yaitu Indikator Risiko Utama 

(IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang 

semakin tinggi (polarisasi maximize). Penentuan status 

Indikator Risiko Utama (IRU) digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IRU yang hanya memiliki batas aman dan batas 

atas 

Status awas: nilai aktual IRU berada di 
atas batas atas 

Status aman: nilai aktual IRU masih 

berada di bawah batas aman 

Status waspada: nilai aktual IRU berada 

di antara batas aman dan batas atas 

Batas atas 

Batas aman 

  

IRU yang hanya memiliki batas aman dan batas bawah 

Status aman: nilai aktual IRU masih 
berada di atas batas aman 

Status aman: nilai aktual IRU masih 

berada di bawah batas bawah 

Status waspada: nilai aktual IRU berada 

di antara batas aman dan batas bawah 

Batas aman 

Batas bawah 
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(c) lndikator Risiko Utama (IRU) yang memiliki batas aman, 

batas atas,  dan batas bawah, yaitu lndikator Risiko 

Utama (IRU) yang diharapkan memiliki nilai aktual yang 

berada pada rentang nilai tertentu dalam batas aman 

(polarisasi stabilize). Penentuan status Indikator Risiko 

Utama (IRU) digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Status lndikator Risiko Utama (IRU) memberikan informasi 

dini tentang adanya peningkatan atau penurunan Besaran 

Risiko, yang terdiri atas: 

a) Status aman, menunjukan tidak terdapat potensi 

peningkatan atau penurunan kemungkinan terjadinya 

Risiko rendah. 

b) Status waspada, menunjukan kemungkinan terjadinya 

Risiko sedang. 

c) Status awas, menunjukan kemungkinan terjadinya 

Risiko tinggi. 

8) Menyusun manual Indikator Risiko Utama (IRU) 

Manual Indikator Risiko Utama (IRU) merupakan penjelasan 

rinci yang mencakup definisi Indikator Risiko Utama (IRU), 

batasan nilai, formula, satuan pengukuran, jenis konsolidasi 

periode, jenis konsolidasi lokasi, polarisasi, penanggung 

jawab, penyedia data, sumber data, periode pelaporan, dan 

data aktual Indikator Risiko Utama (IRU). Manual Indikator 

  

IRU yang memiliki batas aman, batas atas dan bawah 

Status awas: nilai aktual IRU berada di 

atas batas atas 

Status aman: nilai aktual IRU masih berada 

pada batas aman/rentang batas aman 

Status waspada: nilai aktual IRU berada 

di antara batas aman (A) dan batas atas 

Batas aman (B) 

Batas bawah 

Status waspada: nilai aktual IRU berada di 
antara batas aman (B) dan batas bawah 

Status awas: nilai aktual IRU berada di 

bawah batas bawah 

Batas aman (A) 

Batas atas 
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Risiko Utama (IRU) menjadi acuan dalam menyusun dan 

melaporkan aktual Indikator Risiko Utama (IRU).   

e. Hasil Evaluasi Risiko 

Hasil evaluasi Risiko mencakup prioritas Risiko, keputusan 

mitigasi Risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU) dituangkan 

dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.  

f. Menyusun Peta Risiko 

1) Peta Risiko merupakan hasil setelah melakukan analisis 

resiko yang terurai menjadi lima level, yaitu sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi; 

2) Posisi setiap Risiko menunjukkan urutan prioritas Risiko. 

3) Dalam hal diperlukan, Pemilik Risiko dapat menyusun Peta 

Risiko yang lebih rinci per Kategori Risiko. 

4) Peta Risiko  tercantum dalam resume manajemen risiko. 

5. Respon Risiko merupakan Mitigasi Risiko yaitu tindakan yang 

bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau 

Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan atau 

merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak 

pengendalian. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara 

mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana 

mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. mengidentifikasi akar penyebab dari risiko-risiko terpilih; 

b. menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan 

akar penyebab risiko; 

c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan 

pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian; 

d. menjadwalkan penanganan risiko dengan urutan waktu 

berdasarkan peringkat level risiko; 

e. melakukan taksiran terhadap level risiko (treated risk/nilai risiko 

jika direspons) setelah mempertimbangkan kegiatan 

pengendalian. 

f. Memilih opsi mitigasi Risiko 

Opsi mitigasi Risiko dapat berupa: 
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1) mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu mitigasi 

terhadap penyebab Risiko agar kemungkinan terjadinya 

Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih dalam hal Pemilik Risiko 

mampu mempengaruhi penyebab kejadian Risiko. 

2) mengurangi dampak Risiko, yaitu mitigasi terhadap dampak 

Risiko agar dampak Risiko semakin kecil. Opsi ini dipilih 

dalam hal Pemilik Risiko mampu mengurangi dampak ketika 

Risiko terjadi. 

3) Membagi (sharing) Risiko, yaitu mitigasi Risiko dengan 

memindahkan Sebagian atau seluruh Risiko, kepada 

instansi/entitas lain. Opsi ini diambil dalam hal: 

a) instansi/entitas lain memiliki kompetensi/kemampuan 

menjalankan kegiatan dalam rangka menangani Risiko 

tersebut; 

b) proses membagi Risiko tersebut sesuai ketentuan yang 

berlaku; dan 

c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik 

Risiko. 

4) Menghindari Risiko, yaitu mitigasi Risiko dengan tidak 

melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan 

menimbulkan Risiko. Opsi ini diambil dalam hal: 

a) upaya penurunan Besaran/Level Risiko di luar 

kemampuan Pemilik Risiko; 

b) kegiatan yang tidak dilakukan atau dihentikan tersebut 

tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi 

jabatan; dan 

c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik 

Risiko. 

5) Menerima Risiko, yaitu mitigasi Risiko dengan tidak 

melakukan tindakan apapun terhadap Risiko pada 

Besaran/Level Risiko yang dapat diterima. Opsi ini diambil 

apabila: 

a) Besaran/Level Risiko bukan merupakan Risiko Utama; 

b) upaya penurunan Besaran/Level Risiko di luar 

kemampuan Pemilik Risiko; dan 
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c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik 

Risiko. 

Prioritas opsi mitigasi Risiko dipilih berdasarkan urutan opsi 

mitigasi sebagaimana tersebut di atas. Mitigasi Risiko dapat 

merupakan kombinasi beberapa opsi. 

g. Menyusun rencana mitigasi Risiko 

1) Rencana mitigasi Risiko disusun berdasarkan opsi mitigasi 

Risiko yang mencakup rencana mitigasi Risiko yang 

diturunkan dari pemilik Risiko yang lebih tinggi (mandatory) 

dan yang ditetapkan oleh pemilik Risiko yang bersangkutan. 

2) Kriteria rencana mitigasi Risiko, yaitu: 

a) Rencana mitigasi Risiko bukan merupakan 

pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan 

bukan merupakan bagian dari Standard Operating 

Procedures (SOP) yang berlaku. 

b) Rencana mitigasi Risiko merupakan kegiatan terobosan 

dan bukan kegiatan rutin. 

c) Rencana mitigasi harus diupayakan mampu 

menurunkan dan mencapai Besaran/Level Risiko 

Residual Harapan; 

d) Pemilihan rencana mitigasi Risiko mempertimbangkan 

biaya dan manfaat  atau nilai tambah. 

e) Rencana mitigasi Risiko merupakan kegiatan yang 

berada pada kewenangan dan tanggung jawab Pemilik 

Risiko. 

3) Rencana mitigasi Risiko memuat informasi berikut: 

a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi 

mitigasi yang dipilih; 

b) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut; 

c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan; 

d) jadwal implementasi kegiatan mitigasi Risiko; 

e) penanggung jawab yang berisi unit/pejabat yang 

bertanggung jawab dari unit pendukung atas setiap 

tahapan kegiatan mitigasi Risiko; 
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f) sumber daya yang dibutuhkan, termasuk rencana 

kontingensi apabila Risiko mengakibatkan kondisi tidak 

normal yang mengakibatkan kerugian luar biasa atau 

terhentinya proses bisnis organisasi; dan 

g) kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan 

mitigasi. 

4) Mitigasi Risiko yang efektif menurunkan Besaran/Level 

Risiko dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada 

periode berikutnya. 

5) Menuangkan rencana mitigasi Risiko dan penetapan 

Besaran/Level Risiko Residual Harapan dalam formulir 

mitigasi Risiko.  

6) Menjalankan rencana mitigasi Risiko 

Mitigasi Risiko dilaksanakan sesuai rencana dan target yang 

telah ditetapkan serta dilaporkan secara berkala melalui 

laporan pemantauan kuartalan dan tahunan. 

7) Memantau Risiko residual aktual 

Setelah mitigasi Risiko dilaksanakan, pemilik Risiko 

melakukan pemantauan atas Risiko residual aktual dan 

mengukur Besaran/Level Risiko aktual sesuai kondisi aktual 

sampai dengan akhir tahun. 

8) Tahapan mitigasi Risiko diterapkan untuk Risiko atas 

inisiatif strategis atau proyek berdurasi lebih dari enam 

bulan sesuai langkah di atas. 

 

6. Pemantauan dan Reviu 

Pemantauan dan Reviu merupakan proses pengawasan yang 

dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses 

manajemen risiko telah dilaksanakan. Pemantauan dan Reviu 

dilakukan dengan cara: 

a. memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif 

sesuai dengan rencana; dan 

b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses 

manajemen risiko. 
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Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi 

Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan 

memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen 

Risiko. Pemantauan dan reviu Risiko dilaksanakan terhadap seluruh 

tahapan Proses Manajemen, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Pemantauan 

Bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Pemilik Risiko terdiri 

atas: 

1) Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring) 

Pemantauan yang dilakukan secara terus menerus, tanpa 

periode waktu tertentu, atas perubahan kondisi lingkungan 

organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko. 

Pemantauan berkelanjutan dilakukan terhadap seluruh 

Risiko, termasuk Risiko atas inisiatif strategis atau proyek. 

2) Pemantauan berkala 

a) Pemantauan berkala dilakukan secara kuartalan 

bersamaan dengan pelaksanaan Dialog Kinerja 

Organisasi (DKO). 

b) Pemantauan secara kuartalan dilaksanakan atas: 

Besaran Risiko dan Level Risiko, yang ditentukan 

berdasarkan: 

(1) Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko 

sesuai analisis sampai dengan periode 

pemantauan, dengan mempertimbangkan kejadian 

kerugian yang telah terjadi (loss event) 

dilaksanakan, dan pengendalian internal. 

(2) Status Indikator Risiko Utama (IRU), yang 

ditentukan dengan membandingkan realisasi 

Indikator Risiko Utama (IRU) dengan ambang batas 

Indikator Risiko Utama (IRU) pada periode 

pemantauan. 

(3) Proyeksi Besaran Risiko, merupakan perkiraan 

perubahan besaran Risiko kualitatif berdasarkan 

status Indikator Risiko Utama (IRU), yang terdiri 

dari tiga kategori, yaitu: 
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(a) Tetap apabila status Indikator Risiko Utama 

(IRU) waspada. 

(b) Naik apabila status Indikator Risiko Utama 

(IRU) awas. 

(c) Turun apabila status Indikator Risiko Utama 

(IRU) normal. 

Jika status Indikator Risiko Utama (IRU) waspada 

atau awas, efektivitas mitigasi Risiko yang telah 

dilaksanakan perlu dievaluasi kembali. 

(4) Pelaksanaan rencana mitigasi Risiko yang 

ditetapkan pada awal tahun dan target output yang 

direncanakan. 

c) Hasil pemantauan berkala dilaporkan dengan 

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran. 

d) Inisiator, pimpinan, dan partisipan pemantauan Risiko 

sebagaimana tabel berikut: 

No Tingkat  Inisiator Pimpinan dan 

Partisipan 

1 Lembaga  Pengelola Risiko 

Lembaga 

Kepala Badan 

dan Wakil 

Badan  

2 Eselon I Pengelola Risiko 

Eselon I 

Masing-masing 

Pimpinan Unit 

Eselon I dan 

Pejabat Eselon   

II 

3 Eselon II Pengelola Risiko 

Eselon II 

Masing-masing 

Pimpinan Unit 

Eselon II  

b. Reviu 

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1) Reviu implementasi Manajemen Risiko 

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan 

output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan 
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yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Tim Kerja 

Manajemen risiko sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. 

2) Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 

(TKPMR) 

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 

(TKPMR) bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen 

Risiko. Penilaian dapat dilakukan pada seluruh tingkatan 

unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit 

Eselon I, Unit Eselon II, dan unit Eselon III. Penilaian ini 

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan/atau pihak lain 

yang memiliki kompetensi penilaian Tingkat Kematangan 

Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR). 

7. Komunikasi dan Konsultansi 

Komunikasi dan Konsultansi merupakan proses penyediaan dan 

pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan 

manajemen risiko. 

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap 

Risiko, sedangkan konsultansi merupakan aktivitas untuk 

memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan 

umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Komunikasi dan 

konsultansi dilakukan dalam seluruh tahapan proses Manajemen 

Risiko, dalam bentuk: 

a. rapat berkala 

Rapat berkala dilaksanakan secara periodik paling sedikit 

setiap semester dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO), dipimpin 

oleh Pemilik Risiko, dihadiri oleh seluruh pejabat satu level di 

bawah Pemilik Risiko, dan penyelenggaraan rapat berkala 

dikoordinasikan oleh Pengelola Risiko. 

b. rapat insidental 

Rapat insidental dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan berdasarkan arahan Pemilik Risiko atau kondisi 

mendesak terkait Risiko dan penyelenggaraan rapat insidental 

dikoordinasikan oleh Pengelola Risiko. 

c. diskusi kelompok terarah (focused group discussion)/dialog risiko 
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Diskusi kelompok terarah (focused group discussion) 

bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi terkait 

Risiko yang pelaksanaan diskusi dimaksud dapat melibatkan 

Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, dan/atau pihak yang memiliki 

pengetahuan mendalam (expert) terkait informasi tersebut. 

d. Seminar/Workshop terkait Manajemen Risiko 

Seminar/workshop dilaksanakan dalam rangka memberikan 

pemahaman tentang Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai. 

e. Penggunaan sistem informasi; dan/atau 

f. Pelaporan berkala. 

 

B. Tata Kelola Proses Manajemen Risiko 

Dalam rangka menjaga proses Manajemen Risiko yang efektif, akuntabel, 

dan transparan, Pemilik Risiko menyusun dan menyampaikan dokumen 

Manajemen Risiko sebagai berikut: 

1. Piagam Manajemen Risiko 

Piagam Manajemen Risiko merupakan dokumen pernyataan dan 

peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana 

mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian 

sasaran organisasi Pemilik Risiko, dengan format sebagai berikut:
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PIAGAM MANAJEMEN RISIKO 

….(isi  dengan nama Pemilik Risiko)… 

…(isi dengan nama satu level di atasnya, hanya untuk pemilik Risiko 
level Eselon III)… 

…(isi dengan nama Unit Eselon I)… 
TAHUN … (diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko)… 

NOMOR: (nomor urut unit sesuai nomenklatur Pemilik Risiko)/(Kode 
pemilik Risiko di atasnya)/(diisi dengan tahun penerapan Manajemen 

Risiko) 
 

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada ...(diisi dengan 
nama Pemilik Risiko)..., saya menyatakan bahwa: 
1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana 

mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen 
Risiko yang berlaku di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal. 

2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh 
jajaran dalam unit yang saya pimpin. 

3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan untuk meningkatkan 
efektivitas Manajemen Risiko. 

 
(...tempat..., ...tanggal penetapan...) 

(Jabatan Pemilik Risiko), 
 
 

Ttd 
(Nama Pemilik Risiko) 

 

DAFTAR RISIKO 
(isi dengan nama Pemilik Risiko) 

         TAHUN... (diisi dengan tahun penerapan Manajemen Risiko) 

No. Sasaran 
Organisa

si 

Kejadian Risiko Besaran Risiko 

Awal 
Tahun 

Proyeksi Akhir 
Tahun 

1. (Nama 
Sasaran 
Organisa
si) 

(nama kejadian 
Risiko sesuai 
Sasaran 
Organisasi) 

(Basaran 
Risiko 
sesuai 
Profil 
Risiko awal 
tahun) 

(Besaran Risiko 
Residual 
Harapan setelah 
mempertimbang
kan Rencana 
Mitigasi) 

Ds
t. 

(sda) (sda) (sda) (sda) 

 
(...tempat..., ...tanggal penetapan...) 

(Jabatan Pemilik Risiko), 
 

Ttd 
 

(Nama Pemilik Risiko) 
2. Dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko, meliputi: 



-58- 
 

 
Sekretaris Utama Inspektur Kepala Biro Hukum, 

SDM, dan Humas 

   
 

a. Perumusan Konteks; 

Perumusan konteks dituangkan dalam formulir sebagai berikut: 

 

Formulir Konteks Manajemen Risiko 

Unit Organisasi : (isi dengan nama Pemilik Risiko) 
Ruang Lingkup Penerapan : (isi dengan batasan tugas, fungsi, 

dan mandat dimana Manajemen 
Risiko akan diterapkan) 

Periode Penerapan : (isi dengan kurun waktu 
penerapan Manajemen Risiko) 

 
1. Sasaran Organisasi 

No. Daftar Sasaran 
Organisasi 

Keterangan 

1. (isi dengan nama 
Sasaran                        
Organisasi) 

(isi dengan penjelasan 
singkat tentang SO tersebut) 

Dst
. 

  

 
2. Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 

No. Daftar Sasaran 
Organisasi 

Keterangan 

1. (isi dengan pihak yang 
menjadi pemangku 
kepentingan) 

(isi dengan deskripsi 
pemangku kepentingan 
dalam hubungannya dengan 
pencapaian sasaran 
organisasi) 

Dst
. 

  

 
3. Struktur Pemilik Risiko 

Pemilik Risiko : (isi dengan nama jabatan, nama 
pejabat) 

  Pengelola Risiko                      : (isi dengan nama jabatan, 
nama pejabat)
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b. Profil Risiko 

Profil Risiko merupakan dokumen hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko, dengan format sebagai berikut: 

 

Formulir Profil dan Peta Risiko 

Unit Organisasi : (isi dengan nama Pemilik Risiko) 

Periode Penerapan : (isi dengan tahun penerapan profil Risiko) 

 

1. Profil Risiko 

 

Sasa

ran 

Org

anis

asi 

    
Kat

ego

ri 

Ris

iko 

Sistem 

pengen

dalian 

yang 

dilaksa

nakan 

Kemu

ngkin

an 

Dampak Besa

ran 

Risik

o 

LR 

Prior

itas 

Risik

o 

Risiko Residual 

Harapan 

Kepu

tusa

n 

Mitig

asi 

Indikasi Risiko 

Utama (IRU) 

N

o 

Keja

dian 

Pen

yeb

ab 

Dam

pak 
LK 

penj

elas

an 

LD 
Penjel

asan 
LK LD LR 

Nam

a 

Batasa

n Nilai 

(diisi 

den

gan 

nam

 (diisi 

deng

an 

nam

(diis

i 

den

gan 

(diisi 

deng

an 

dam

(dii

si 

de

ng

(diisi 

dengan 

nama 

peratur

(dii

si 

de

ng

(diis

i 

den

gan 

(diisi 

deng

an 

level 

(diisi 

denga

n 

alasa

(diisi 

dengan 

besara

n 

diisi 

den

gan 

leve

(diisi 

deng

an 

priori

(diisi 

deng

an 

level 

(diisi 

deng

an 

level 

(diis

i 

den

gan 

(diisi 

deng

an 

ya 

(diisi 

deng

an 

nam

(diisi 

dengan 

nilai 

batas 
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a 

sasa

ran) 

a 

keja

dian 

Risi

ko) 

pen

yeb

ab 

terj

adi

nya 

keja

dia

n 

Risi

ko) 

pak 

Risi

ko) 

an 

kat

ego

ri 

Ris

iko) 

an,SOP

, 

aplikas

i dll 

yang 

berfung

si 

sebagai 

sistem 

pengen

dalian 

atas 

sasara

n 

tersebu

t) 

an 

lev

el 

ke

mu

ng

kin

an 

Ris

iko

) 

leve

l 

kem

ung

kin

an 

Risi

ko) 

dam

pak 

Risi

ko) 

n 

penen

tuan 

level 

damp

ak 

Risiko

) 

Risiko 

sesuai 

matriks 

analisis 

Risiko) 

l 

Risi

ko 

tas 

Risik

o 

berd

asar

kan 

peng

uruta

n 

Risik

o) 

kemu

ngki

nan 

Risik

o) 

dam

pak 

Risik

o) 

leve

l 

Risi

ko) 

dan 

tidak 

jika 

diba

ndin

gkan 

deng

an 

seler

a 

Risik

o) 

a 

indic

ator 

Risik

o 

Utam

a) 

aman, 

batas 

atas, 

dan 

batas 

bawah 

IRU) 
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2. Peta Risiko 

Matriks Analisis Risiko 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan 

L

ev

el 

K

e

m

u

n

g

ki

n

a

n 

5 
Hampir pasti 

terjadi 
7 12 17 22 25 

4 Sering terjadi 4 9 14 19 24 

3 Kadang terjadi 3 8 13 18 23 

2 Jarang terjadi 2 6 11 16 21 

1 
Hampir tidak 

terjadi 
1 5 10 15 20 

 

 

 



-62- 
 

 
Sekretaris Utama Inspektur Kepala Biro Hukum, 

SDM, dan Humas 

   
 

3. Peta Risiko – Kategori …. (dibuat per kategori Risiko dan bersifat opsional apabila diperlukan) 

 

Matriks Analisis Risiko 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan 

L

ev

el 

K

e

m

u

n

g

ki

n

a

n 

5 
Hampir pasti 

terjadi 
7 12 17 22 25 

4 Sering terjadi 4 9 14 19 24 

3 Kadang terjadi 3 8 13 18 23 

2 Jarang terjadi 2 6 11 16 21 

1 
Hampir tidak 

terjadi 
1 5 10 15 20 
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c. Manual Indikator Risiko Utama (IRU) 

Manual Indikator Risiko Utama (IRU) disusun dengan format 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Indikator Risiko Utama (IRU) 

Sasaran Organisasi : (diisi dengan nama sasaran organisasi) 
Risiko : (diisi dengan nama kejadian risiko) 
IRU :  (diisi dengan nama IRU)   
Deskripsi IRU : (diisi definisi IRU yang meliputi pengertian dan ruang 
lingkup) 
Formula : (diisi formula IRU) 
Satuan Pengukuran : (diisi unit pengukuran yang digunakan untuk 
menunjukkan kuantitas IRU, misal %, Rp, USD, kali, buah, orang) 
Jenis Konsolidasi : (     )  Sum   (      )  Average    (    )  Take Last Known 
Periode : (diisi dengan jenis konsolidasi periode IRU yang mengacu pada 
definisi jenis konsolidasi periode IKU pada peraturan terkait pengelolaan kinerja 
pada Badan Jaminan Produk Halal. 
Jenis Konsolidasi : (     )  Sum   (      )  Average    (    )  Take Last  
Known 
Lokasi : (diisi dengan jenis konsolidasi lokasi IRU yang mengacu pada 
definisi jenis konsolidasi periode IKU pada peraturan terkait pengelolaan kinerja 
pada Badan Jaminan Produk Halal., diisi hanya untuk IRU yang merupakan hasil 
penurunan dari level di atasnya) 
Polarisasi : (    )  Maximize   (      )  Minimize    (    )  Stabilize 
  (diisi dengan jenis polarisasi IRU) 
Unit Penanggung Jawab : (diisi unit/Indiuidu. pada level dibawahnya 
yang bertanggung jawab terhadap pencapaian IRU tersebut) 
Unit Penyedia Data : (diisi unit/Individu yang bertanggung jawab 
terhadap penyedia data) 
Sumber Data : (diisi dengan nama dokumen, aplikasi atau sumber lainnya 
yang memuat informasi tentang realisasi IRU tersebut) 
Periode Pelaporan : (     )  Bulanan      (    )  Triwulanan       (      )  Semesteran 
  (diisi dengan periode pelaporan realisasi IRU) 
Tabel Data : 

 
Keterangan: Batas Aman:  BM; Batas Atas:  BA; Batas Bawah: BB.  Dalam hal IRU stabilize, BM diisi dengan batas 
aman (A) dan batas aman (B). 
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d. Rencana Mitigasi Risiko 

Rencana Mitigasi Risiko dituangkan dalam format sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulir mitigasi Risiko 
 

Unit Organisasi : (isi dengan nama Pemilik Risiko)  
Periode Penerapan : (isi dengan tahun penerapan Profil Risiko) 
 
 

 

 

         Tanggal:                      Tanggal:                     Tanggal: 

   

Anggota/Tim 
Teknis 

Koordinator Pengelola Risiko 
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3. Laporan Manajemen Risiko 

a. Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang 

menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi Risiko 

serta pelaksanaan mitigasi Risiko yang disusun oleh Pemilik 

Risiko dan dilaporkan kepada Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi, 

untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan data dukung 

dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap 

pelaksanaan Manajemen Risiko. 

b. Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi: 

1) Laporan Manajemen Risiko insidentil 

a) Laporan Manajemen Risiko insidentil disusun apabila: 

(1) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan 

segera kepada pimpinan untuk memberikan 

masukan mengenai peristiwa kontingensi, yaitu 

kondisi tidak normal yang mengakibatkan 

kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis 

organisasi; 

(2) terdapat permintaan dari Pemilik Risiko tingkat 

lebih tinggi untuk memberikan masukan 

berdasarkan analisis Manajemen Risiko dalam 

rangka pengambilan suatu keputusan atau 

kebijakan tertentu. 

b) Bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidentil 

disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi 

yang melatarbelakanginya. 

2) Laporan pemantauan berkala 

Laporan pemantauan berkala paling sedikit memuat 

informasi sebagai berikut: 

(a) Peta Risiko aktual, yang berisi pemetaan seluruh Risiko 

berdasarkan Besaran Risiko berdasarkan analisis s.d. 

periode pemantauan, dengan contoh format sebagai 

berikut: 
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(a)  

(b)  

Ikhtisar 

perubahan Besaran Risiko, yang berisi rincian besaran 

Risiko awal tahun sesuai Profil Risiko dan besaran 

Risiko sesuai analisis aktual pada periode pemantauan 

untuk seluruh kejadian Risiko, dengan contoh format 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks Analisis Risiko 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Signifik

an 

Min

or 

Moder

at 

Signifik

an 

Sangat 

Signifika

n 

Level 

Kem

ungk

inan 

5 
Hampir pasti 

terjadi 
7 12 17 22 25 

4 Sering terjadi 4 9 14 19 24 

3 
Kadang 

terjadi 
3 8 13 18 23 

2 Jarang terjadi 2 6 11 16 21 

1 
Hampir tidak 

terjadi 
1 5 10 15 20 

Level Risiko Besaran 

Risiko 

Warna 

Sangat Tinggi (5) 20 – 25  Merah 

Tinggi (4) 16 – 19  Orange 

Sedang (3) 12 – 15 Kuning 

Rendah (3 6 – 11  Hijau 

Sangat Rendah (1) 1 – 5  Biru 

Peta Risiko 
diisi 
dengan 
mapping 

risiko 

sesuai 
besaran 
risiko s.d 

Kuartal…. 
Tahun…… 
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(c) Penjelasan masing-masing Risiko, dituangkan dalam 

contoh format dan substansi sebagai berikut: 

Laporan Pemantauan Triwulan I, II, atau III 

 

Laporan Pemantauan Triwulan…. (diisi dengan triwulan I, II, atau III) 

 

 

 

 

 

 Proyeksi dan Tren Risiko 

             

♦          

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
Y adalah tahun periode penerapan Manajemen Risiko; 
N adalah kuartal periode pemantauan; 
Nomor urutan prioritas risiko; 
Proyeksi besaran risiko akhir tahun pemantauan berdasarkan analisis data aktual dan kondisi s.d. 
akhir tahun sebelumnya (sebagaimana telah ditetapkan dalam profil risiko); 
Besaran risiko berdasarkan analisis data aktual dan kondisi (setelah penanganan risiko dan 

pengendalian internal) s.d. triwulan periode pemantauan. 
 

 

a b 

P<y> Q<n> 
Prioritas Nomor RE Risk Event (RE) 

SO #<nomor SO> <nama SO> 

XX RE #<nomor 

RE> 
<nama Risk Event> XX XX 

d e c 

 

        Aktual         ■        Residual  

arapan 

 Sasaran : (diisi nama Sasaran Organisasi) 
  

 Risiko : (diisi format: “nama kejadian risiko” dikarenakan “nama penyebab 
risiko” sehingga “nama dampak risiko”) 

(a) 
(nama unit) 

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko 

(diisi penjelasan narasi kualitatif 
dan kuantitatif besaran dan level 
Risiko aktual yang ditentukan 
berdasarkan level kemungkinan 
dan level dampak Risiko sampai 
dengan periode pemantauan 
dengan mempertimbangkan 
kejadian Risiko yang telah terjadi, 
mitigasi Risiko dan pengendalian 
internal yang telah dilaksanakan) 
 
Proyeksi Risiko 
(diisi proyeksi besaran Risiko 
(naik, tetap, atau turun) pada 
triwulan selanjutnya dan 
penjelasan indikasi yang 
menunjukkan proyeksi tersebut 

 

 

■ 

(b) 

(c) 
(e) 

(d) 

Py      Q1       Q2        Q3        Q4      

 
BM 

BB 

 

 

Status IRU Awal 
Status IRU pada 

triwulan berjalan (Q) 

Nilai Aktual IRU (Q-1) 

90% 

80% 

Batasan Nilai 

IRU 

Nilai Aktual IRU triwulan berjalan (Q) 
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3) Loss Event Database (LED) 

a) LED merupakan dokumen yang berisi catatan kejadian 

kerugian yang terjadi pada tahun berjalan baik yang 

telah diidentifikasi dalam profil Risiko maupun tidak. 

b) Loss Event Database (LED) diperbarui setiap munculnya 

kejadian kerugian dan dilaporkan secara kuartalan. 

Dalam hal terjadi kejadian kerugian luar biasa dan 

harus segera diinformasikan/mendapat keputusan 

Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi, maka harus 

dilaporkan paling lambat 1 (satu) hari setelah kejadian 

kerugian. 

c) Laporan Loss Event Database (LED) dan kejadian 

kerugian luar biasa. 

c. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko 

sebagaimana tabel berikut: 

Dokumen Periode Penyampaian Keterangan 

Paiagam Manajemen 

Risiko dan dokumen 

pendukungnya 

Paling lambat 31 

Januari 

Dokumen 

disampaikan 

oleh Pemilik 

Risiko kepada 

Pemilik Risiko 

lebih tinggi 

Laporan pemantauan 

Triwulanan/Tahunan 

1. Eselon I paling 

lambat tanggal 14 

setiap bulan 

januari, April, Juli 

dan Oktober 

2. Eselon II 

ditetapkan oleh 

unit Eselon I 

masing-masing 

Loss Event Database 

(LED) 

Laporan insidentil Paling lambat 5 (lima) 

hari kerja setelah 

terdapat kondisi 

abnormal atau sesuai 

batas waktu yang 

ditetapkan pimpinan 

 

4. Perubahan Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung 
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a. Substansi perubahan 

1) Perubahan Piagam Manajemen Risiko dilakukan apabila 

perubahan berkaitan dengan perubahan Sasaran 

Organisasi, Kejadian Risiko, dan/atau Besaran Risiko Awal 

Tahun dan/atau Proyeksi Akhir Tahun. 

2) Perubahan dokumen pendukung dilakukan apabila 

perubahan berkaitan dengan hasil perumusan konteks, 

identifikasi, analisis, evaluasi, dan/atau rencana mitigasi. 

b. Perubahan Piagam Manajemen Risiko dan/atau dokumen 

pendukung pada Pemilik Risiko dapat dilakukan dengan 

mekanisme   berikut: 

1) Apabila perubahan terkait dengan Piagam Manajemen Risiko 

dan/atau dokumen pendukung Pemilik Risiko tingkat lebih 

tinggi, dilakukan dengan tahapan: 

a) Pemilik Risiko mengajukan usulan kepada Pemilik 

Risiko tingkat lebih tinggimelalui Pengelola Risiko, 

paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan; 

b) Dalam hal Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi menyetujui 

perubahan, dilakukan penetapan kembali Piagam 

Manajemen Risiko dan/atau perubahan dokumen 

pendukung oleh Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi; 

c) Pengelola Risiko tingkat lebih tinggi menyampaikan 

penetapan/perubahan tersebut kepada Pemilik Risiko 

di bawahnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

penetapan/perubahan sebagaimana pada butir b); 

d) Pemilik Risiko yang bersangkutan menetapkan kembali 

Piagam Manajemen Risiko dan/atau perubahan 

dokumen pendukung Pemilik Risiko paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja setelah penetapan/perubahan 

sebagaimana butir b); 

e) Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan 

Pemilik Risiko di bawahnya, Pengelola Risiko yang 

bersangkutan menyampaikan perubahan tersebut 

kepada Pemilik Risiko di bawahnya paling lambat 5 

(lima) hari kerja setelah penetapan/perubahan 

sebagaimana pada butir d). Selanjutnya, Pemilik Risiko 
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di bawahnya menetapkan kembali Piagam Manajemen 

Risiko dan/atau perubahan dokumen pendukung 

Pemilik Risiko paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

setelah penetapan/perubahan sebagaimana butir d); 

dan 

f) Dalam hal Pemilik Risiko tingkat lebih tinggi tidak 

menyetujui perubahan, Piagam Manajemen Risiko 

dan/atau dokumen pendukung tidak diubah. 

2) Apabila perubahan tidak terkait dengan Piagam Manajemen 

Risiko dan/atau dokumen pendukung Pemilik Risiko tingkat 

lebih tinggi, dilakukan dengan tahapan: 

a) Pemilik Risiko menetapkan kembali Piagam Manajemen 

Risiko dan/atau perubahan dokumen pendukung 

Pemilik Risiko paling lambat 15 September tahun 

berjalan 

b) Pengelola Risiko yang bersangkutan menyampaikan 

perubahan tersebut kepada Pemilik Risiko tingkat Iebih 

tinggi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 

penetapan/perubahan sebagaimana butir a) 

c) Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan 

Pemilik Risiko di bawahnya, Pengelola Risiko yang 

bersangkutan menyampaikan perubahan tersebut 

kepada Pemilik Risiko di bawahnya paling lambat 5 

(lima)hari kerja setelah penetapan/perubahan 

sebagaimana butir b). Selanjutnya, Pemilik Risiko di 

bawahnya menetapkan  kembali Piagam Manajemen 

Risiko dan/atau perubahan dokumen pendukung 

Pemilik Risiko paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

setelah penetapan/perubahan sebagaimana butir b). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pelaksanaan Manajemen Risiko membutuhkan komitmen dari setiap level 

Risiko pada satuan kerja/unit pelaksana teknis. Pengelolaan Risiko merupakan 

salah satu upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan pada Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan agar Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal dapat melakukan mitigasi Risiko pada semua bidang 

dalam peta proses bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sehingga 

mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa.  

 

 

KEPALA BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN PRODUK HALAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

AHMAD HAIKAL HASAN 

 

 


